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ABSTRAK

Good Governance  sebagal  suam  penyelenggaraan manajemien
nembanounan vang solid dan bertangoung jawab yvang sejalan dengan prnsip
S=mokrzs) dan pasar yang efisien. penghindaran salah alokasi dan investast dan
pencegehan korupsi baik politik mauspun adminisirasi, menjalankan disiplin
anogaran serta penciptasn fegel and political frame work bagi tumbubnya
aktivitas usaha agar tegaminnya parlisipasi masyarakat dalam  pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembapa-lembaga perwakilan
vang sah., Tegaknya supremasi hukum pemerintaban diselenggarakan di atas
l[andazan hukum, bukan kckuassan semeata, Masvaraka: menghendaki pencpeak
hukum yang profesional dan bermworal dalam penegakan hukwm dan melakukan
pengawasan secarn elekiifl Pengawasan secara efektif diserabkan kepada BPEP.
Hanya saja yang perlu diperhatikan don salah sato persoalan vang pertu dibern
perhatian khusus adalah fungst kelembagaan BPKP sebagai pengawas yang
digrahkan pada penggunaan dana pembangunan oleh instasi pemerintah dan non
pemerintah, Masalah dalam tulisan i adalahb (1), Bagaimanakah peranan Badan
Pengawas Keuanzan dan Pembangunan (BPEP) uptuk menghitung kerugian
keangan WNegara sebagai bentuk dussan Tindak Pidana Kormpsic (2). Sejauh
mana Fejaksaan mengzunakan hasil penghitungan BPEP sehagai alat bukt dalam
perkara Tindak Pidana Korupsi. Penclitian ini bersifat yuridis sosielogis karena
dart hasil penslitian diketabui babwa (1) Peranan BPKP dalam penghitungan
Kerupian Kevangan Negara sebagal bentull dugaan Tindak Pidana Korups babwa
kejaksaan memerlukan hasil auditor dan BPEP agar suatu perkara TEP tersebut
hisa ditingkatkan dad tahap penyelidikan ke tahap penvidikan (2} Penggunaan
Hasil Audit BPKP oleh Rejaksaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi bahwa
hasil dari anditor BPKP tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti <i dalam
persicdangan, dimana alat buko tersebut bisa berupa surat maupun  berupa
keterangan ahli pada persidangan Tindak Pidana Korupsic Sehubungan dengan
Ralalisator pembaruan manajemen pemerintah, Sedangkan dalam audit BPEP
hendaknyva mengupayakan legalitas peran auditnya dalam bentuk PP atau ULL
rerutama dalam pelaksansannyas di daerab-daersh, dan mengupayakon revisi
peraturan perundang-undangan yang menghambat, serta meningkatkan koordinast
dengan aparat pengawasan lainnya di pusat dan 3 daerah.



BAB |
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Sebagai wujud dari adanya semangat reformasi dari masyarakat vang teiah
menventuh semua sendi dan tataran kehidupan berbangsa dan bemegara, telab
membawa perubahan paradizma dalam penvelenggaraan pemerintaban negara,
Disncdan atau tidak tuntutan perubaban it pada dasarnya mengarah kepaula proses
penvelengparaan yang selama ini dirasakan tidak demokratis, ditandai dengan
rerjadinys pemusatan kekuasaan, serta menjadikan lembaga-lembaga negara
ainnyva (termasuk legislatif sebagai pelengkap belaka. Sedangkan dalam upaya
semezakan hukum masib ditemui kelemahan pada aspek materi hukwm, aparat
penegak hukum maupun kesadaran hukum masyarakat.

Lok mewujudkan  suatu pemerintahan yang  demokratis,  secara
Ser—ars caps dikatzboan basaimana membanguen suaty sistem penyelenggaraan
s I PememnEnss Yene dopat melaksanakan ponsip-ponsip kedanlatan
. == kedaulatan rakyar mempakan prasyarat kehadiran demokrasi.
=2 sh sz pilar adanva demokrasi, adalah terwujudnya ke dalam lembaga
merwakilan vang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyal.

Disamping makna demokrasi erelma kedalam lembaga perwakilan, juga
m=rus diwgjudkan dengan adanya peran serta maksimal dalam masyarakat, serta
Ziopang dengan mentaatl dan menjadikan hukum pada tingkatan vang utama

wrreme), Hal demikian secara umum dimungkinkan, karena tidak akan semua

cementingan dan aspirasi masyarakat akan dapat terjelma ke dalam lembaga



perwakitan. Sebab, untuk mewyjudkan pemerintaban vang demokratis harus ada
akses bagl masyarakat uniuk berperan serta.

Dalam ruang lingkup amanat dan tuntutan masvarakat di era reformasi.
masyarakat menzhendaki pemberdayaan hukum dan pemberantasan tindak pidana
karupsi karena pada masa orde baru, hukum tidak berdaya dalam memberantas
korupsi.  Untuk  mendapatkan  upaya  pemberantasan  korupsi,  reformasi
mengupavikan sikap dalam bentuk persturan, berdasarkan hal i GBEHN 1999
2004 merumuskan amanat rakyat di bidang pembangunan hukum vang antam
fain:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakar untuk
terciptanyva  kesadaran dan  Kepatuhan hukum dalam  kKeranghka
supremasi hukom dan egaknya negara hukum,

2. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebib menjamin kepastian

hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum. serts menghargal

Wiemenok=tian integritas moral dan keprofesional aparat penegak
fukum, termasuk Kepolisian Megarm BRI uniuk  menumbuohkan
kepercavaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan

dukungan sarana dan prasarana bukwn. pendidikan serta pengawasan

vang cfektif

..I.n.

Menvelengoarakan prosss peradilan secara cepat, mudsh, murah dan
terbuka serta hebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap

menjunjung tingai asas keadilan dan kebenaran,
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BAB IV
PENUTLF
Kesimpulan
Peranan BPKP dalam penghitungan Kerugion Kewangan Negara sebagai
bentuk dugaan Tindak Pidana Korupsi.
Tiga peranan BPKP schagai Auditor Intern Pemerintah masth ada yang
belum terlaksana dan atan rerlaksana namun belum optimal. Adanyva
peran vang belum terlaksana maupun belum optimal pelaksanaannyz
tersebut antara lain @ pembelajaran soal nilai-nilai etika atan aturan
perilaku pejabat publik, kullur integritas, budayva kerja, dan sebagainya
vang merupakan  bagian  dart lingkungan  pengendalian,  Dalam
pelaksanaan strategi preventif, masih perlu peningkatan efektifitas kegja
sama baik dengan pihak penegak hukum macpun dengan ALP.
dikarenukan reposisi BPKP sebagai AIP belum lama  dilaksunakan.
Sebagian besar bentuk peranan vang telah dilakukan antara BPRFP dan
Pemerintah didominasi oleh kegiatan konsultasi manajemen.
Kejakszan selale menggunakan hasil audit BPEFP sebagal alal buki
dalam persidangzan Tindak Pidana Korupsi. Hasil audit vang diserahlan
kepada Kejaksaan dipahami dan & awdit oleh pejabat BPKF yang dibuat
dalam bentuk Laporan Hasil Audit Tnvestigasi {LIHAI) vang diserahkan
kepada penyidik dapat dijadikan alat bukti surat. Sedangkan keterangan
vang disampaikan secara lisan dalam proses pemeriksaan disidang
pengadilan  dapat menjadikan alat bukti keterangan ahli vang sah

herdasarkan undans-undang.

51



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adami Chazawi., “Hukum Pombukiion Tindak Pidana Korupsio P.T Alumnic
Bandung. 2006

Amien Sunarvadi, dkk, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta, Badan
Pengawns Kevangan dan Permbangunan, 1999

Depdikbud, Kantes Besar Bahasa ndonesia. Jakarta © Balai Pustaka, 1990

M, Yahyva Harahap.Pembahasan  Permasalafan dan Penerapan KUHAP
Penvidikan dan Penunturan”, Jakarta: Sinar Grafika. 1985

Moh, Kusnardi dan Harmaily Tbrabim. 1988, Pengontar Hukbwn Tata Negava
Prdowesic. Pusal studi HTN FHL UL Jakara

P.A_F. Lamintang,” “Dasar-Dasar Fikwm Pidana Indonesia ™. Dandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 1997

Pramono U, Tantowi, dkk. “Membassu Kanker Korupsi'. Jakanso PSAFP
Muhammaclivah. Cetakan ke-2.2003

Soedarjono, 2001, Keterangan saksi dan Keterangan Ahli dalam Tindak Pidans
Korypsi, Jakarta, Pusdiklatwas BPEF dan Pusdiklat Kejaksaan Agung [

Sudarsono,” Kamy Hkum " Jakarta-Rinaka Cipta, 2003

UNDANG-UNDANG
Undang-Undang WNo. § tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang MNe. 31 Tahun 1999 entang Tindak Pidana Rorups:



